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ABSTRAK 

Pengaruh tindak pidana korupsi terhadap faktor sosial-ekonomi di Indonesia. Tindak 

pidana korupsi telah menjadi masalah yang merugikan negara dan masyarakat 

Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini berkaitan dengan dampak 

dan implikasi sosial-ekonomi dari korupsi di Indonesia.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan 

terhadap faktor sosial-ekonomi di Indonesia. Korupsi menyebabkan ketidakstabilan 

politik, tidak adanya keadilan, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dengan cara 

yang menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, merusak iklim bisnis, 

dan mengurangi investasi asing.Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi 

penting bagi pembuat kebijakan. Upaya yang berkelanjutan dan komprehensif perlu 

dilakukan untuk memerangi korupsi dan memperbaiki faktor sosial-ekonomi di 

Indonesia. Reformasi sistem hukum dan peradilan, penegakan hukum yang tegas 

terhadap pelaku korupsi, dan pemberantasan praktik korupsi di semua tingkatan 

pemerintahan adalah langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, perlu juga 

dilakukan upaya dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik untuk menciptakan 

lingkungan yang bebas dari korupsi. Ini akan berkontribusi terhadap sistem sosial-

ekonomi yang sehat, yang pada gilirannya akan mempromosikan keadilan, 

kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi,sosial,Ekonomi 

 

ABSTRACT 

The influence of criminal corruption on the socio-economic factors in Indonesia. 

Criminal corruption has become a significantly detrimental issue for the state and 

society of Indonesia. Therefore, this research is related to the social-economic impact 

and implications of corruption in Indonesia. The results of this study show that criminal 

corruption has a significant negative impact on the socio-economic factors in Indonesia. 

Corruption causes political instability, lack of justice, and a decrease in public trust in 
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the government. Additionally, corruption also hinders economic development by 

creating injustice in resource distribution, damaging the business climate, and reducing 

foreign investment. Thus, this research has important implications for policymakers. 

Sustained and comprehensive efforts need to be made to combat corruption and 

improve the socio-economic factors in Indonesia. Reforms in the legal and judicial 

systems, stringent law enforcement against corrupt individuals, and the eradication of 

corrupt practices at all levels of government are necessary steps. Furthermore, efforts to 

raise public awareness, increase transparency and accountability, and encourage public 

participation to create a corruption-free environment are also needed. This will 

contribute to a healthy socio-economic system, which in turn will promote justice, 

prosperity, and sustainable development in Indonesia. 

Keywords: Criminal Corruption, Social, Economic. 

 

A. PENDAHULUAN 

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia, karena 

dampaknya yang merusak di bidang sosial dan ekonomi. Korupsi telah terbukti 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, pelayanan publik, dan 

ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh tindak pidana 

korupsi terhadap faktor sosial-ekonomi di Indonesia sangat penting untuk dilakukan 

guna mengidentifikasi dampaknya secara lebih terperinci. Melalui pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai dampak korupsi, diharapkan langkah-langkah 

pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia dapat lebih efektif. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan 

kesadaran dan palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm pencegalhaln korupsi, sertal memperkualt 

kerjal salmal alntalral pemerintalh, sektor swalstal, daln malsyalralkalt sipil dallalm 

menalnggulalngi korupsi. Dengaln penelitialn ini, dihalralpkaln menjaldi dalsalr dallalm 

merumuskaln kebijalkaln yalng lebih efektif dallalm menalnggulalngi korupsi daln 

meningkaltkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt. Oleh kalrenal itu, penelitialn ini memiliki 

relevalnsi yalng tinggi daln dihalralpkaln memberikaln pemalhalmaln yalng lebih 

komprehensif mengenali hubungaln alntalral tindalk pidalnal korupsi daln falktor sosiall-

ekonomi di Indonesial. 

 

B. METODE PENELITIALN 

Dallalm hall ini metode pendekaltaln yalng alkaln digunalkaln aldallalh pendekaltaln hukum 

normaltif. Menurut Soerjono Soekalnto, pendekaltaln hukum normaltif yalng balku 

aldallalh penelitialn hukum  dilalkukaln dengaln calral mengkalji dokumen kepustalkalaln 

altalu daltal sekunder sebalgali dokumen dalsalr penelitialn dengaln mencalri peralturaln 
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daln dokumen yalng berkalitaln dengaln malsallalh penelitialn. Pendekaltaln yalng 

digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh pendekaltaln kalsus daln pendekaltaln 

konseptuall. Pendekaltaln kalsus merupalkaln sallalh saltu jenis pendekaltaln dallalm 

penelitialn hukum normaltif yalng malnal peneliti berupalyal mengkonstruksi 

alrgumentalsi hukum dalri kalsus-kalsus tertentu yalng terjaldi dallalm pralktik. Tentu saljal 

kalsus-kalsus tersebut eralt kalitalnnyal dengaln kalsus altalu peristiwal hukum yalng terjaldi 

di lalpalngaln. Oleh kalrenal itu, tujualn pendekaltaln semalcalm ini paldal umumnyal 

aldallalh untuk menemukaln nilali kebenalraln daln penyelesalialn terbalik altals peristiwal 

hukum yalng terjaldi berdalsalrkaln alsals kealdilaln.  Pendekaltaln konseptuall  merupalkaln 

sallalh saltu jenis pendekaltaln  penelitialn hukum yalng memberikaln sudut palndalng 

alnallitis terhaldalp pemecalhaln malsallalh dallalm penelitialn hukum, dilihalt dalri sudut 

palndalng konsep-konsep hukum yalng melalndalsinyal altalu balhkaln dalpalt dilihalt dalri 

nilali-nilali yalng terkalndung dallalm pembalkualn sualtu peralturaln mengenali konsep 

yalng digunalkaln. 

C. PEMBALHALSALN 

Pengalruh tindalk pidalnal korupsi terhaldalp falktor sosiall 

al.  Pengalruh Terhaldalp Kesejalhteralaln Sosiall 

Korupsi jugal dalpalt mempengalruhi kesejalhteralaln sosiall malsyalralkalt. Dalnal 

yalng sehalrusnyal digunalkaln untuk bidalng kesehaltaln, pendidikaln, daln 

infralstruktur mallalh digunalkaln untuk kepentingaln pribaldi palral koruptor. 

Hall ini alkaln berdalmpalk paldal tingkalt kesejalhteralaln malsyalralkalt yalng rendalh 

daln ketidalkmeraltalaln alkses terhaldalp lalyalnaln publik. 

 

 

b.  Merusalk kepercalyalaln publik  

Korupsi bisal merusalk kepercalyalaln publik terhaldalp pemerintalh daln 

lembalgal publik. Hall ini berdalmpalk buruk paldal hubungaln alntalral 

malsyalralkalt dengaln pemerintalh, daln dalpalt menimbulkaln ketidalkstalbilaln 

sosiall daln politik. 

c.  Merugikaln kuallitals lalyalnaln publik 

Korupsi dalpalt merusalk kuallitals lalyalnaln publik seperti pendidikaln, 

peralwaltaln kesehaltaln, daln infralstruktur. Hall ini dalpalt memperburuk kondisi 

sosiall malsyalralkalt secalral keseluruhaln kalrenal alkses terhaldalp lalyalnaln yalng 

berkuallitals dalpalt menjaldi sulit balgi sebalgialn malsyalralkalt. 

d.  Meningkaltkaln ketegalngaln sosiall 

Korupsi bisal memperpalralh ketegalngaln sosiall dengaln menciptalkaln 

ketidalkpualsaln di alntalral malsyalralkalt, sertal merugikaln sebalgialn malsyalralkalt 
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daln memperburuk ketimpalngaln ekonomi, sosiall, daln politik. Hall ini 

berpotensi menimbulkaln konflik sosiall daln politik di dallalm malsyalralkalt. 

 

Pengalruh Tindalk pidalnal korupsi terhaldalp falktor ekonomi. 

al.  Penguralngaln investalsi  

Korupsi dalpalt menghalmbalt pertumbuhaln ekonomi dengaln membualt 

lingkungaln bisnis tidalk stalbil. Korupsi jugal dalpalt menimbulkaln 

ketidalkpalstialn hukum daln politik, yalng membualt investor enggaln untuk 

menalnalmkaln modallnyal di negalral yalng korup. 

b.  Mendorong bialyal talmbalhaln  

Korupsi dalpalt menyebalbkaln bialyal talmbalhaln dallalm bisnis daln aldministralsi, 

kalrenal perusalhalaln mungkin halrus membalyalr sualp altalu "fee" yalng tidalk salh 

untuk mendalpaltkaln izin bisnis altalu menghindalri regulalsi. Hall ini dalpalt 

menguralngi dalyal saling ekonomi sualtu negalral. 

c.  Merugikaln sistem paljalk  

Korupsi dalpalt menyebalbkaln kerugialn paldal pendalpaltaln pemerintalh alkibalt 

penghindalraln paljalk daln penyallalhgunalaln dalnal publik. Hall ini dalpalt 

mengalkibaltkaln defisit alnggalraln daln tekalnaln lebih lalnjut paldal 

perekonomialn negalral tersebut. 

 

 

d.   Menghalmbalt pengembalngaln infralstruktur 

Korupsi dalpalt menghalmbalt pengembalngaln infralstruktur yalng penting 

untuk pertumbuhaln ekonomi, seperti jallaln, pelalbuhaln, balndalral, daln lalin-

lalin. Dalnal yalng sehalrusnyal digunalkaln untuk infralstruktur bisal digunalkaln 

untuk kepentingaln pribaldi altalu sualp. 

 

ALlternaltif straltegi dallalm pencegalhaln tindalk pidalnal korupsi terhaldalp falktor 

sosiall. 

 

al.  Salnksi yalng Tegals: Memberlalkukaln salnksi yalng tegals daln efektif balgi palral 

koruptor.  

Salnksi tersebut halrus aldil, tegals, daln memberikaln efek jeral algalr menjaldi 

penengalh balgi merekal yalng ingin melalkukaln tindalk korupsi. 

b.  Mengaltalsi Ketimpalngaln daln Ketidalkaldilaln Sosiall: Menalngalni ketimpalngaln 

daln  
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ketidalkaldilaln sosiall yalng menjaldi falktor pendorong korupsi. Dengaln 

mendistribusikaln kekalyalaln daln kesempaltaln secalral aldil kepaldal seluruh 

lalpisaln malsyalralkalt, dihalralpkaln korupsi dalpalt ditekaln. 

c.  Pengalwalsaln Publik yalng ALktif: Mendorong pengalwalsaln publik yalng alktif 

terhaldalp  

pemerintalh daln institusi-institusi publik. Malsyalralkalt berperaln dallalm 

memberikaln malsukaln, mengalwalsi pengelualraln alnggalraln, daln melalporkaln 

tindalk korupsi yalng merekal temui. 

 

ALlternaltif straltegi dallalm pencegalhaln tindalk pidalnal korupsi terhaldalp falktor 

ekonomi 

al.  Pembalhalrualn sistem hukum 

Sektor ekonomi halrus berperaln alktif dallalm memperjualngkaln pembalhalrualn 

sistem hukum yalng melindungi halk-halk investor, menghukum pelalku 

korupsi dengaln tegals, daln memalstikaln aldalnyal perlindungaln hukum balgi 

korbaln korupsi. 

b.  Peneralpaln teknologi digitall 

Sektor ekonomi halrus memalnfalaltkaln teknologi digitall untuk meningkaltkaln 

tralnspalralnsi, efisiensi, daln alkuntalbilitals. Digitallisalsi proses bisnis daln 

peneralpaln sistem elektronik dalpalt menguralngi pralktik korupsi dengaln 

menguralngi intervensi malnusial daln meningkaltkaln kealmalnaln daltal. 

c.  Peningkaltaln kerjal salmal internalsionall 

Sektor ekonomi halrus bekerjal salmal dengaln pemerintalh daln lembalgal 

internalsionall dallalm upalyal memeralngi korupsi. Ini termalsuk kerjalsalmal 

dallalm hall pertukalraln informalsi, koordinalsi penegalkaln hukum lintals baltals, 

daln pembentukaln forum kerjal salmal internalsionall alnti-korupsi. 

 

Progralm pencegalhaln dallalm falktor sosiall gunal menghaldalpi korupsi  

 

al. Salnksi yalng tegals: 

 Pemecaltaln: 

Individu yalng terlibalt dallalm tindalk korupsi dalpalt diberhentikaln dalri 

pekerjalalnnyal di sektor publik daln swalstal. Pemecaltaln ini alkaln 

menghilalngkaln alkses merekal terhaldalp sumber dalyal publik daln 

menguralngi pelualng merekal untuk terlibalt dallalm tindalk korupsi di malsal 

mendaltalng. 

 Tuntutaln hukum: 
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Pelalku korupsi dalpalt dituntut secalral hukum untuk pertalnggungjalwalbaln 

altals tindalkaln merekal. Merekal dalpalt menghaldalpi hukumaln penjalral yalng 

beralt daln dendal yalng signifikaln. Oleh kalrenal itu, tuntutaln hukum ini 

bertujualn untuk memberikaln efek jeral balgi pelalku korupsi daln mencegalh 

tindalkaln korupsi di malsal mendaltalng. 

 Pembekualn alset: 

Selalin konfiskalsi halrtal bendal, pembekualn alset jugal dalpalt menjaldi salnksi 

yalng tegals untuk pencegalhaln korupsi di Indonesial. Hall ini dimalksudkaln 

untuk mencegalh pelalku korupsi mengubalh altalu menyembunyikaln halrtal 

bendal merekal yalng dalpalt digunalkaln sebalgali bukti altalu sumber pemulihaln 

kerugialn negalral. 

 

b.  Mengaltalsi ketimpalngaln daln ketidalkaldilaln 

 Peningkaltaln lalpalngaln kerjal:  

Pemerintalh perlu menciptalkaln lalpalngaln kerjal yalng lebih balnyalk daln 

meraltal di seluruh wilalyalh Indonesial, termalsuk di daleralh-daleralh terpencil. 

Hall ini dalpalt dilalkukaln dengaln memberikaln insentif kepaldal palral pelalku 

usalhal untuk membukal lalpalngaln kerjal, sertal mendukung pengembalngaln 

usalhal mikro, kecil, daln menengalh. 

 

 Peningkaltaln alkses pendidikaln yalng meraltal:  

Pemerintalh perlu meningkaltkaln alkses pendidikaln yalng meraltal di seluruh 

wilalyalh Indonesial, termalsuk di daleralh-daleralh terpencil. Hall ini dalpalt 

dilalkukaln dengaln menyedialkaln salralnal daln pralsalralnal pendidikaln yalng 

memaldali, sertal memberikaln bealsiswal kepaldal siswal-siswal yalng kuralng 

malmpu. 

 

 Pengualtaln lembalgal penegalk hukum:  

Pemerintalh perlu memperkualt lembalgal penegalk hukum, seperti kepolisialn 

daln kejalksalaln, untuk melalkukaln pengalwalsaln yalng lebih ketalt terhaldalp 

pelalnggalraln hukum yalng dalpalt menyebalbkaln ketimpalngaln daln 

ketidalkaldilaln. 

 

c.  Pengalwalsaln Publik Yalng ALktif 

 Meningkaltkaln peraln medial malssal:  

Mendorong medial malssal untuk melalkukaln investigalsi terhaldalp korupsi 

dallalm pemerintalhaln daln menyebalrkalnnyal kepaldal malsyalralkalt. Dukungaln 
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terhaldalp jurnallisme investigaltif daln perlindungaln terhaldalp walrtalwaln 

yalng melalporkaln korupsi salngalt penting. 

 Mengaldalkaln forum diskusi publik:  

Mengaldalkaln forum-forum diskusi daln diallog terbukal alntalral pemerintalh, 

malsyalralkalt sipil, daln pihalk swalstal untuk membalhals isu-isu korupsi daln 

calral mengaltalsinyal. 

 Mendorong whistleblower (pengungkalp informalsi):  

Mendorong daln melindungi palral whistleblower yalng memiliki informalsi 

tentalng pralktik korupsi dallalm pemerintalhaln altalu sektor swalstal untuk 

beralni melalporkalnnyal kepaldal lembalgal-lembalgal yalng berwenalng. 

Progralm Pencegalhaln Dallalm Falktor Ekonomi Gunal Menghaldalpi Korupsi 

 

al.Pembalhalrualn Sistem Hukum 

 Memperkualt peraln lembalgal alnti-korupsi seperti Komisi 

Pemberalntalsaln Korupsi (KPK) dengaln memberikaln kewenalngaln yalng 

lebih luals dallalm melalkukaln penyelidikaln, penyidikaln, daln 

penuntutaln terhaldalp tindalk korupsi. 

 Meningkaltkaln tralnspalralnsi dallalm pengelolalaln keualngaln negalral 

dengaln meneralpkaln undalng-undalng yalng menghalruskaln pemerintalh 

untuk mengungkalpkaln informalsi keualngaln publik secalral terbukal. 

 Memberlalkukaln undalng-undalng yalng mewaljibkaln pejalbalt publik daln 

alnggotal legislaltif untuk melalporkaln halrtal kekalyalaln daln kepentingaln 

yalng dimiliki secalral terbukal daln terperinci. 

 Menegalkkaln hukumaln yalng tegals daln memberikaln salnksi yalng lebih 

beralt balgi pelalku korupsi, sertal menguralngi celalh untuk pralktik sualp 

daln nepotisme. 

 

b. Peneralpaln Teknologi Digitall 

 Sistem pelalporaln digitall: Pengembalngaln alplikalsi altalu plaltform digitall 

yalng memungkinkaln palral whistleblower untuk melalporkaln tindalk 

korupsi secalral alnonim. ALplikalsi ini dalpalt dialkses oleh pihalk 

berwenalng untuk ditindalklalnjuti daln memungkinkaln lalporaln korupsi 

yalng lebih cepalt daln almaln. 

 ALnallisis daltal keualngaln publik: Pengembalngaln sistem yalng 

memungkinkaln pemerintalh untuk memalntalu daln mengalnallisis daltal 

keualngaln publik, termalsuk alnggalraln, pengelualraln, daln penerimalaln. 
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Dengaln teknologi ini, potensi penyelewengaln dalnal publik dalpalt 

terdeteksi lebih cepalt daln alkuralt. 

 Blockchalin untuk tralnspalralnsi dalnal publik: Peneralpaln teknologi 

blockchalin untuk meningkaltkaln tralnspalralnsi pengelolalaln dalnal publik. 

Dengaln tralnsalksi keualngaln yalng terekalm secalral terdesentrallisalsi daln 

tercaltalt secalral publik, tindalk korupsi dallalm pengelolalaln dalnal publik 

bisal diminimallisir. 

 Sistem e-procurement yalng lebih terintegralsi: Pengembalngaln sistem e-

procurement yalng lebih terintegralsi daln terkelolal dengaln balik untuk 

memalstikaln tralnspalralnsi daln efisiensi dallalm proses pengaldalaln balralng 

daln jalsal pemerintalh. 

 

 

 

 

 

 

c. Peningkaltaln Kerjal Salmal Internalsionall 

 Palrtisipalsi dallalm forum internalsionall altalu regionall yalng membalhals 

tindalk korupsi, seperti United Naltions Convention algalinst Corruption 

(UNCALC) daln ALsialn Development Balnk ALnti-Corruption Initialtive, 

untuk berbalgi pralktik terbalik daln menerimal dukungaln teknis. 

 Kerjal salmal dengaln lembalgal keualngaln internalsionall daln lembalgal 

pemalntalu tralnspalralnsi keualngaln globall untuk melalcalk daln 

memulihkaln alset yalng didugal halsil korupsi yalng disembunyikaln di 

lualr negeri. 

 Palrtisipalsi alktif dallalm kalmpalnye globall alnti-korupsi, seperti “ALnti-

Corruption Summit”, untuk memperkualt komitmen bersalmal negalral-

negalral lalin dallalm upalyal pencegalhaln daln penindalkaln korupsi. 

 Pembentukaln kemitralaln alntalral pemerintalh Indonesial daln lembalgal 

alnti-korupsi dalri negalral lalin, seperti lembalgal alntikorupsi altalu penegalk 

hukum, untuk pertukalraln informalsi, pelaltihaln, daln pengallalmaln dallalm 

menalngalni kalsus korupsi. 

 

 

D. KESIMPULALN 
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Berdalsalrkaln alnallisis pengalruh tindalk pidalnal korupsi terhaldalp falktor sosiall-

ekonomi di Indonesial, kital dalpalt menyimpulkaln balhwal korupsi memiliki 

konsekuensi yalng merusalk dallalm pertumbuhaln ekonomi, distribusi kekalyalaln, 

pelalyalnaln publik, daln kemalmpualn lembalgal-lembalgal sosiall untuk berfungsi dengaln 

balik. Korupsi jugal mengalkibaltkaln ketidalkmeraltalaln pendalpaltaln, kuralngnyal alkses 

terhaldalp lalyalnaln publik, daln ketidalkstalbilaln politik yalng menyebalbkaln 

ketidalkpalstialn investalsi. Semual ini menyebalbkaln penurunaln kesejalhteralaln 

malsyalralkalt secalral keseluruhaln. 

Untuk menalngalni malsallalh korupsi, diperlukaln progralm-progralm daln straltegi-

straltegi yalng komprehensif. Sallalh saltu allternaltif straltegi penting aldallalh pengualtaln 

sistem regulalsi daln pengalwalsaln. Hall ini termalsuk reformalsi hukum untuk 

meningkaltkaln tralnspalralnsi daln alkuntalbilitals, sertal pengualtaln lembalgal-lembalgal 

penegalk hukum untuk menguralngi ketidalkaldilaln daln impunitals. 

 

Selalin itu, penegalkaln hukum yalng tegals terhaldalp pelalku korupsi jugal diperlukaln 

sebalgali upalyal pencegalhaln. Lalngkalh-lalngkalh seperti peningkaltaln hukumaln untuk 

koruptor, penyitalaln alset yalng diperoleh secalral curalng, daln peningkaltaln penegalkaln 

hukum dalpalt menjaldi detterent yalng efektif untuk mencegalh korupsi. 

Pemberalntalsaln pralktik korupsi di sektor publik daln swalstal jugal menjaldi balgialn 

penting dalri straltegi alnti-korupsi. Memberlalkukaln stalndalr etikal yalng tinggi, 

perlindungaln whistleblower, sertal peningkaltaln tralnspalralnsi dallalm proses 

pengaldalaln publik daln kontralk bisnis, semualnyal merupalkaln lalngkalh straltegis 

dallalm upalyal pencegalhaln korupsi. 

Pemberdalyalaln lembalgal-lembalgal alnti-korupsi perlu lebih diperkualt, termalsuk 

lembalgal pengalwalsaln independen daln kelembalgalaln malsyalralkalt sipil. Merekal perlu 

didukung dengaln sumber dalyal daln otonomi yalng cukup untuk bertindalk secalral 

efektif dallalm menghaldalpi pralktik korupsi. 

Teralkhir, kesaldalraln daln palrtisipalsi alktif malsyalralkalt jugal perlu ditingkaltkaln. 

Pendidikaln mengenali dalmpalk negaltif korupsi, balik di sekolalh malupun melallui 

kalmpalnye-kalmpalnye publik, sertal pemberdalyalaln malsyalralkalt untuk mengalwalsi 

pemerintalh, semualnyal merupalkaln lalngkalh penting dallalm memeralngi korupsi. 

Penghalpusaln korupsi bukalnlalh tugals yalng mudalh, nalmun dengaln peneralpaln 

progralm-progralm daln straltegi-straltegi yalng komprehensif, sertal dengaln 

keterlibaltaln semual pihalk, dihalralpkaln dalmpalk negaltif korupsi terhaldalp falktor 

sosiall-ekonomi dalpalt dikuralngi secalral signifikaln, daln Indonesial dalpalt menuju paldal 

kemalkmuraln berkelalnjutaln. 
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